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- SALINAN

| BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

' PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
"NOMOR 31 TAHUN 2022

- TENTANG.

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN

Menimbang

| Mengingat g

: PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR '
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturéri
Presiden Nomor 95 Tahun 2018_ \tentang'Slstem Pemerihtahan

Berbasis - Elektronik, Kepala Daerah merhpunyai tugas

menetapkan.kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

di Pemerlntah Daerah;

. bahwa berdasarkan pert1mbangan sebaga1mana dlmaksud dalam

huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang S1stem. ~
Pemerintahan BerbaS1s Elektromk di L1ngkungan Pemermtah ;

Kabupaten Karanganyar o

.. Undéng—Undang Nomor 13 Tahun 1950 tehtang Pembéntukan
B Daerah Daerah Kabupaten Dalam Llngkungan Prop1ns1 Jawa-
, Tengah - - |
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan

Daerah (Lembaran N egara Repub_hk Indonesm Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengaﬁ

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;o

. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemermtahan Berbasis Elektromk (Lembaran Negara Republik
Indone31a Tahun 2018 Nomor 182);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS

ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN' PEMERINTAH KABUPA'.I.‘EN(
KARANGANYAR.

‘ BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

- Pengertian

 Pasal 1

- Dalam Peraturan Bupati ini yang d1maksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar ‘
Instansi Pusat adalah kementerian,. lembagaA pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan  lembaga negara,
kesekrctariatan lembaga nonstruktural, dan- lembaga
pemerintah lainnya. | o
Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. |
Bupati adalah Bupati Karanganyar.

Sekretaris Daerah adalah pimpinan dari Perangkat Daerah
unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang bertugas

mengkondisikan Perangkat Daerah.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat1 dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
Peme\ﬁntahan yang menjadi  kewenangan Daerah.
Dinas Komun1ka31 dan Informatika yang selanjutnya disebut
Dlskommfo adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan Pemenntahanf Daerah bidang Komunikasi dan
Informatika. :

Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak

kepihak yang lain melalui media perantara yang bersifat

 elektronik maupun non elektronik.



ufb'

10.

11,

12.

~13.

14.

15.
- 16.
17.

18.

Telekomunikasi adalah = setiap pemancaran, pengiriman
dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-
tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi, video melalui
kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.’
Informatika  adalah bemanfaatan' perangkat-perangkat
berkemampuan komputasi dalam 'pengelolaah informasi
termasuk dalam pemrosesan, pengar31pan dan penyebaran
informasi.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-
tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data,
fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar,' dan
dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan ~fdrmat
sesuai dengan perkembangan TIK secara  elektronik  atau
non elektronik.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebﬁt'
TIK adalah suatu proses dalam menyampaikan infdrmasi
melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan
penerimaan informasi - dengan = menggunakan  simbol
tertentu. | | ,

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjﬁtnyé

disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang

,memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

memberikan  layanan kepada = pengguna SPBE.
Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan
terlaksahakannya‘ ‘pengaituran, pengarahan, dan pengénd_aliah
dalam penerapan SPBE secara terpadu. '
Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai
penerapan SPBE yang efektif efisien dan berkesinambungan
serta Layanan SPBE yang berkualitas. | |
Layanan SPBE adalah keluaran yang d1has11kan oleh 1 (satu)

" atau beberapa fung81 aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai

manfaat.

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan
integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, -
ap‘likasi‘ SPBE dan keamanan SPBE untuk | menghasilkan
Layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah
Daerah. - : ' '
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19.

21.

22,

23.

24,

25.

26.
27.

28.

29.

Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskr1ps1kan :
arah dan 1angkah kesiapan dan - pelaksanaan SPBE yang

'termtegraSL dan d1terapkan di Pemenn‘_cah Daerah.

- 20.

Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan
salihg terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi
Pusat dan Pemenntah Daerah. . ) |
Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat
lunak dan fasilitas yang menjadi penunJang utama untuk
menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pen'golahaﬁ dan
penyimpanan data, perahgkat integrasi atau penghubuhg,‘ dan
perangkat elektronik lainnYa.

Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan
tujuah‘ ﬁntuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK
dengan kriteria dan /atau stand\ar yang telah ditetapkan.
Keamanan Informasi adalah pfoteksi Informasi dan sistem

Informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan,v

. gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang. -

Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan
f)eralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama,
menjadi pondasi dasar untuk mendukung Pemerintahan
Daerah. - _ '

Server adalah perangkét khusus dalam jaringan komputer yang
menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa
melakukan resource sharing.

Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya
perangkat komputasi berupa perangkat—perangkat komputer
yang sahng terhubung - mela1u1 sistem komunikasi data,
sehingga dapat diakses secara bersama.

Integras1 adalah suatu usaha untuk menyatukan t1ndakan-r

tindakan, sehingga merupakan suatu kebulatan pem1k1ran dan ‘_  b

kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ‘
ditentukan dan dlsepakau bersama.

Reviu adalah penelaahan ulang buktl-bukti‘untuk memastikan
bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan, standar, renéana, atau norfna yang telah ditetapkan.

Sistem Informasi adalah ‘sekumpulah komponen-komponen

S



- 30.
31.
33.
34.
'35.

36.

- 37.

38.

39.

40.

7 perahgkat keras, perangkat lunak, sistem jaringan, sumber daya

manusia dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam
hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan ‘ dan; penyebaran
data dan informasi untuk .képerlua’n Pemerintah Daerah.
Basis Data adalah kumpulah data yang secara logika berkaitan

satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan

komputer

Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat 1ntegras1 atau‘,“

- penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE
32.

Aplikasi adalah program komputer yang dlbangun untuk

- membantu proses peker_]aan

Perangkat Keras adalah satu atau serangkalan alat yang
terhubung dalam sistem elektromk o :
Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpalan program _

komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkalt dalam

- pengoperasian sistem elektronik.

Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang

mengijinkah komputer untuk saling]bertukar data dan berbagi

sumber daya.

Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah j Jarmgan 1nterkonek31
tertutup yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.

Infrastruktur: Jarmgan adalah Jarmgan telekomunikasi yang

, menghubungkan antara Jarmgan lokal dengan . 1ntranet dan

~1nternet

Pusat Data adalah suatu fasilitas  yang dlgunakan untuk
menempatkan sistem elektronik dan komponen terka1tnyay.
untuk keperluan penempatan penylmpanan dan pengolahan-
data. : N

Situs Web adgdah sebuah sistem informas dimana bentuk teks,

gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk

. hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang dlsebut

browser.

Internet Protocol atau Protokol Internet yang selanjutnya

_disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol

lapisan internetwork yaﬁg digunakan oleh protokol TCP/IP

~untuk melakukan périgalamatan dan routing paket data antar

host — host di jaringan komputer berbasis' TCP /IP.



41. :

Internet adalah sejumlah besar _]arlngan komputer yang |

membentuk _]arlngan 1nterkonek81 yang terhubung mela1u1
~ protokol TCP/IP. '
42,

Intranet adalah _]armgan pr1vat/ khusus dengan s1stem yang, ,

T sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan 1nternet"

43,

44,

dan hanya digunakan secara 1nternal

‘ Vzrtual anate Network yang selanjutnya d1sebut VPN adalah'
' Jarmgan komunlka31 data dengan cara menmptakan konekst o

: Jar1ngan pr1vat / tertutup yang aman / terenkr1p81 melalu1 sebuah,

: Jarmgan pubhk /1nternet

Domain adalah sebuah string pengenal yang dlgunakan ’untukﬂ fan

e mengldentlﬁka31 sebuah server sepert1 web server atau mazl"

. 45,
S i domain utama.
46,

47.

server pada sebuah jaringan komputer ataupun mternet o

Subdomazn adalah bag1an dan domain yang 'renntegras1 dengan :

X Meta Data adalah 1nformas1 terstruktur yang mendesknp31kan < ,
| menjelaskan, menemukan, atau set1daknya men3ad1kan suatu -
: ‘_mformam mudah untuk ditemukan kembah, dlgunakan atau,ﬁ_,;], g

' d1kelola meta data senng disebut sebaga1 data tentang data atau

“informasi tentang 1nformas1

Kode Sumber adalah sekumpulan 1nstruks1— 1nstruks1 komputer ,

, yang d1tu11s menggunakan bahasa komputer yang dapat dlbacal .

~ dan d1paham1 oleh manus1a

48,

40,

Applzcatlon Programmmg Interface yang selanJutnya dlsebut API;

adalah antar muka pemrograman.

, Interoperablhtas adalah kemampuan atau kapab111tas dari suatu

produk atau sistem untuk bennterakm dan berfung51 dengan -

B produk atau sistem 1a1n kini atau di masa mendatang, tanpa

50,

: d1gunakan secara bagi pakaJ oleh Instans1 Pusat dan/ atau" l’f f B

batasan akses atau implementasi. . L

Aplikasi Umum adalah ApllkaS1 SPBE yang sama, standar, dan

o _ Pemerintah Daerah
51,
~ Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang: dibangun,
| d1kembangkan, d1gunakan, dan dikelola oleh Pemerintah

Aplikasi- Khusus Pemermtah Daerah yang selan_]utnya dlsebut o

Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang

bukan kebutuhan Instan51 ‘Pusat dan ,Pvemermtah Daerah
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‘SetlapIOrang adalah orang perseorangan atau badan usaha,

baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan
hukum. | '

‘Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Prinsip
Pasal 2

Peraturan‘ Bupati ini ‘dimaksudkan sebagai pedoman bagi

Pémerintah Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan

SPBE oleh Perangkat Daerah SChingga dapat berjalan dengan

baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan aktintabilitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan; | _

b. memudahkan m'asyarakatv dalam mendapatkan pelayanan |
publik; dan , v o , |

c. mewujudkan ketertiban dan kepastian' hukum dalam

penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

SPBE di lingkungan Perangkat Daerah dilaksariakan berdasarkan

prinsip:-

a.

efektivitas yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang
mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan; -
keterpaduan yaitu pengintegrasian sumber ~daya yang
méndukung SPBE; ‘ ' |

“kesinambungan yaitu )keberlanjutan SPBE secara terencana,

bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya;
efisiensi yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang
mendukung SPBE yang tepat guna; |
akuntab1htas yaitu kejelasan fung31 dan pertanggung]awaban
dari SPBE

Interoperabﬂitas; dan-

keamanan yaitu kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian,
dan 'kehiljsangkalan (nonrepudiation) ‘sumber . daya yang
mendukung SPBE.
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Bagian Kétigé.
Ruang Lingkup

: Paéal 4

Ruang lingkup Pératuran Bupati ini adalah sebagai berikut :

® ™0 a0 TP

Tata Kelola SPBE;

Manajemen SPBE; |

Audit TIK;

penyelenggara SPBE;
pemantauan dan evaluasi SPBE;
bendanaan; dan

sanksi administratif.

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

(1)

(2)

Bagian Kesatu

Umum

~Pasal 5

Tata Kelola S‘PBE vbertujuan untuk memastikan penerapan
unsur-unsur SPBE secara terpadu. ‘
Unsur’-unéur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi : ‘

a. Afsitektur SPBE;

Peta Rencana SPBE;

o

Rencana dan anggaran SPBE;
Proses BiSnis; o
data dan Informasi;
Infrastruktur SPBE;

Aplikasi SPBE;

keamanan SPBE; dan
Layanan SPBE.

5@ ot 0 o0

[y
.
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} Bagian Kedua

Arsitektur Sistem Pemermtahan BerbaS1s Elektromk ‘

Pasal 6

(1) Arsitektur SPBE ,disusun untuk memberikan panduan dalam

- pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, data dan Informasi,

Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk

menghasﬂkan Layanan SPBE yang terpadu di hngkungan

Pemerintah Daerah.

(2) Arsitektur SPBE memuat :

r~9'9~9cr?>

(4)

(5)

©)
(7)

8)
)

a. referensi arsitektur;
b. Domam arsitektur.
Domam Arsitektur SPBE mendeskrlpsﬂ{an substansi ar81tektur“
yang memuat :

Domain arsitektur Proses BiSnis;

. Domain arsitektur data dan Ihformasi;

| Domain ’arsitektur Infrastruktur SPBE;

Domain arsitektur Aplikasi SPBE;

Domain arsitektur keamanan SPBE; dan

Domain arsitektur Layanan SPBE ‘
Arsitektur SPBE dipetakan dan diselaraskan be;‘daéélrkan
referensi Arsitektur SPBE Nasional. | _
Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Ar31tektur‘

SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah. .

-,Péjlaksanaan SPBE dilingkungan Perangkat Daerah wajib

mengacu pada Arsitektur SPBE. :
Arsitektur SPBE disusun oleh Diskominfo untuk jangka Wéktu S
(lima) tahun. | -

Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Reviu Arsitektur SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan

memperhatikan :

o a0 o

a. perkembangan keadaan;

kebutuhan Daerah; ,

.penYesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
hasil pemantauan dan evaluasi :S‘PBE'di Pemerintah Daerah;

'pcrubeihan' pada unsur SPBE Pemerintah Daerah
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!sébég'aimana dimaksud dalam  Pasal 5 ayat 2);

l f. ~vperubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah‘

Daerah dan/ atau

g ketentuan peraturan perundang-undangan

(10)Rev1u Arsitektur SPBE sebagaumana dlmaksud pada ayat (9)‘
| d1koord1nas1kan oleh Diskominfo. ‘

a l)Perubahan Ar31tektur SPBE dilakukan berdasarkan Revm

Ars1tektur SPBE dan d1tetapkan dengan Keputusan Bupat1

(12)Dlsk0m1nfo melakukan pemantauan dan evalua31 terhadap ~

(1)

(2)

(4)

Ars1tektur SPBE setlap tahun.

Baglan Ket1ga

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berba31s Elektromk

Pasal 7 ;

Peta Rencana SPBE ‘disusun dengan mengacu pada Rencana

‘Induk SPBE Nasional, Ars1tektur SPBE, dan Rencana -
' Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Peta Rencana SPBE menjadl pedoman dalam pers1apan dan
pelaksanaan SPBE yang termtegram di Daerah maupun antara

Daerah dengan Instansi Pusat dan [atau Pemermtah Daerah lain. ‘

Peta Rencana SPBE memuat

a. Tata Kelola SPBE
Manajemen SPBE,
Layanan SPBE;

C
d. Infrastruktur SPBE;

€. ‘Aplikasi SPBE;

f. ‘_ keamahan SPBE; dan
g Audit TIK. ,, | S
Peta Rencaha SPBE 'sebégaimana dimaksud pada ayat (1)

~ disusun untuk jangka waktu 5 (hma) tahun dan dxtetapkany

|  (5)

dengan Keputusan Bupati.

Rev1u Peta Rencana SPBE Daerah dapat d1lakukan sewaktu- g

: waktu dengan memperhatlkan

a. perkembangan keadaan
b kebutuhan Daerah

c. penyesualan atau perubahan Peta Rencana SPBE Nas1ona1



- (6)

(7)

| , ,
. ,perubahan rencana strategls Pemerintah Daerah

perubahan Arsitektur SPBE,

d
e
f.  hasil pemantauan dan evaluasi SPBE; dan/atau
g

ketentuan peraturan perundang-undangan. |

Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pvada ayat (5)

dikoordinasikan oleh Diskominfo.

Perubahan Peta Rencana SPBE dilakukan berdasarkan Reviu

Peta RenéanaiSPBE dan ditetapkan de‘nga‘n Keputusan Bupati.

Diskominfo melékukan pemantauan dan eValuasi terhadap Peta

Rencana SPBE setiap tahun. -

Bagian Keempat

Rencana dan Anggaran Sistem Pemerlntahan Berbasis Elektronlk

(1)

PaSal 8

Rencana dan Anggaran SPBE' disusun oleh Perangkat Daerah

~sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan

(2)

S
'pedoman dalam penggunaan ‘data dan Informasi serta penerapan

;Aphka31 SPBE, keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

(2)

(3)

Pemermtah Daerah

Rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada Ar81tektur SPBE
dan Peta Rencana SPBE. '
Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE penyusunan
SPBE sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan

bidang perencanaan.

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 9

Penyusunan Proses BlSI‘llS bertujuan untuk membenkan

Proses BlSI’llS disusun berdasarkan Arsitektur SPBE dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang—undangan.
Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana diméksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh Sekretaris Daeréh, “dibantu oleh Kepala -

Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi organisasi.
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(4)

(5

(1)

)

(3)

@

- (1)

Sekretafis Daerah melakukan harmonisasi dan Integrasi Proses

~ Bisnis dari seluruh Perangkat Daerah dibantu oleh Kepala’

Bagian pada Sekretariat = Daerah yang Amembidar'xgi
organisasi. | |

Proses Bisnis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Data dan Informasi

Pasal 10

Setiap Perangkat Daerah menyedlakan data dan Informasi sesuai
dengan ketentuan  peraturan perundang ‘undangan.

Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

~memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi

serta keutuhan data dan Informasmya
Struktur serta format data dan Informasi sebagaimana dlmaksud' |
pada ayat (1) sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan
memperhatikan prinsip Interoperabilitas dan keamanan. :

Penggunaan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

: Pasal 11
Setiap ‘Perangkat Daerah wajib mengelola Basis Data di

lingkungan masing-masing Perangkat ‘Daerah sesuai dengan '

‘ketentuan peraturan perundang-undangan.

Basis Data Perangkat Daerah diintegrasikan dan direlasikan satu

dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan

kepentingannya.

(3)

4)

Setiap kelompok Basis Data tersebut dikelola oleh Wali Data

Untuk Basis Data kepegawaian harus berbasis Nomor Induk

Pegawai dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi

. Pemerintahan Daerah sesuai dengan hak akses masing-masing

®

Aparatur Sipil Negara. | N
Untuk Basis Data kependudukan harus berbasis Nomor Induk
Kependudukan dan wajib diimplementasikan pada seluruh

Aplikasi  pelayanan publik - kepada = masyarakat.
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1 Pasa112

) .

Penylmpanan data d1 : hngkungan Pemenntah Daerah'

g d1laksanakan secara terpusat dan termtegram di Pusat Data

Pusat Data dapat berupa

a. Pusat Data Nas1onal atau , , -
b. Pusat Data Pemerlntah Daerah ‘yang dlkelola i oleh

| D1skom1nfo

Pusat Data sebagalmana dimaksud pada ayat (1) merupakan

"Pusat Data iyang digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat '

Daerah dan sahng terhubung. -

Infrastruktur Pusat Data sebagalmana d1maksud pada ayat (2)

: huruf b harus sesuai dengan standar yang dltetapkan dan

Ketentuan Peraturan Perundang undangan yang ‘berlaku.

Set1ap Perangkat Daerah wajib menempatkan data dan/ atau'

servernya di Pusat Data

D1skom1nfo dalarn pengelolaan Pusat Data wajib :

a. menyed1akan jaminan colocatzon keamanan Server dan up-\ '

time Server, « t

b. menyed1akan fasﬂltas Virtual anate Server (VPS) beserta‘
- konﬁguras1 dan perawatan Server; | o o :
c. melakukan pencadangan (back-up) : data secara berkala;

d. mengintegrasikan seluruh Basis Data dan layanan Aplikaei -
Auntuk keperitingan penyelenggaraan pemerintahah s

'. /pembangunan pelayanan publik dan kemasyarakatan, dan -

e.“ men_]amm keraha siaan dan keamanan data sesuai ketentuan e

peraturan perundang undangan

Dalarn rangka Integra31 data di Pusat Data sebageumana k

~ dimaksud pada ayat. (6) huruf d, Dlskommfo melakukanv

@

(1)

“up) data secara: berkala ke dalam Server di Pusat Data

"pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dar1 Perangkat' ,

Daerah pemlhk data

: Dalam rangka melaksanakan kewapban sebagannana dlmaksud ‘
vpada ayat (6), Diskominfo dapat melakukan kerjasama dengan_
‘plhak lam = | '

Pasal 13

Set1ap Perangkat Daerah Wajlb melakukan pencadangan (back-

Diskominfo.



(2)

(1)

@)

(3)

(4)

(1)

(2)

3

\
i |
Dlskomlnfo melakukan koordinasi ‘dan superv151 terhadap

Perangkat Daerah terka1t pelaksanaan kewajiban pencadangan

(back-up) data sebagaimana dimaksud pada ayat (‘1).

Pasal 14

Setiap Perangkat Daerah yang akan melakukan pembangunan
dan pengembangan Aphkas1 dan Basis Data dengan

menggunakan jasa pihak ketiga waJ1b memperoleh rekomendasi

tekms dari D1skom1nfo

Dokumentasi teknis Aphkasx meliputi Kode Sumber, API,

_kebutuhan pengguna rancangan Aplikasi dan Basis Data,

pengujlan Aplikasi, manual 1nsta1a31 manual pengguna, manual
admm ‘Meta Data, dan troubleshootzng waJ1b diserahkan
Perangkat Daerah kepada Diskominfo. ,

Pembangunan dan pengembangan Aphka51 dllakukan dengan

memperhat1kan standar Meta Data yang telah ditetapkan oleh

: D1skom1nfo

Pembangunan dan pengambangan Aplikasi dan Basis Data yang
sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah maka menjadi milik Pemerintah ' Daerah.

Pasal 15

Perlindu'ngan‘ keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta
keutuhan data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2) 'menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah
Vsesuai derigan kewenangannya dengan memperhatikan tugas
dan fungsi | masing — masing  Perangkat . Daerah.
Pelaksanaan perhndungan sebaga1mana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan
Perundangfundangan yang berlaku.

Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan melalui :

a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan

pengendahan keamanan lalnnya

b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;

c. menjaga kerahasiaan data dan Informasi dari pihak yang

- tidak berwenang;



.
e,

pors .

(1)

!
|
|
|

N | : -
d. mehjaga keutuhan dan orisinalitas data dan Informasi; dan

e. menjamin’ ketersediaan akses data dan Informasi oleh

- Perangkat Daerah.

' Pasal 16 ‘

Ketentuan lebih lanjut. terkait teknis perlindungan keamanan,

' kerahaéiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan

()

@)

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2),

~ditetapkan oleh Kepala Diskominfo berdasarkan ketentuan

Peraturan Bupati ini dan: peraturan perundang-undangan lain

yang berlaku. | |

Kebijakan Keamanan Informasi sebagalmana dimaksud pada

ayat (1) mencakup antara lain: , .

a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di hngkungan
Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi
kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor
baik dari Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN) ,

- maupun Internet;

~b. kewajiban = setiap Perangkat Daerah untuk

mengimplementasikan Perangkat Lunak dan Perangkat
Keras Keamanan Informasi di sistem. internal Perangkat
‘Daerah tersebut atau Local Area Network (LAN), khususnya
“sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet;
i , 5 ,
c. kewajiban mengimplementasikan 'Perarigkat Lunak dan
Perangkat Keras Keamanan Informasi di sistem antar
; Perangkat Daerah atau Wide Area Network (WAN) serta
memonitor Keamanan Informasi - khususnya di sarana-
- prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya |
Pemerintahén Daerah. |
Kebijakan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) berlaku untuk semua Perangkat Daerah penyedla data
dan Informasi.
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(3)

| Bagian Ketujuh

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

-Pasal 17

Iﬁfras‘truktur SPBE Daerah terdiri atas:

a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah;

b. Sistem’ Penghubung Layanan antara 1nstans1 Pemerintah
Daerah dengan Pemerintah Prov1n51 dan Instans1 Pusat.

Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE harus

didasarkan pada Ars1tektur SPBE.

Penggunaan Infrastruktur SPBE bertujuan untuk memngkatkan

efisiensi, keamanan dan kemudahan Integras1 dalam rangka

- memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bag1 1nterna1 dan
~ antar Perangkat Daerah. |

(4)

(5)

Penggunaan - Infrastruktur SPBE' sebagaimaha dimaksud pada | ‘
ayat (3) dilakukan secara bagi pakai oleh 1nterna1 Perangkat
Daerah dan antar Perangkat Daerah, dan salmg terhubung '
Janngan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan |

. antar Perangkat Daerah.

(2)

Slstem Penghubung Layanan Pemerintah sébagaiména:

dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat Integrasi

pertukaran Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dan antara
Perangkat Daerah = dengan Pemerintah Provinsi  dan

Instansi Pusat.

Paragraf 2

Jaringan Intra

" Pasal 18

Penggunaan Jaringan Intra bertu_]uan untuk menjaga keamanan:
dalam melakukan pengiriman data dan Informa81 antar simpul
jaringan dalam Pemerintah Daerah.

Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra
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kvPemermtah Daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

Perencanaan, pembangunan pengembangan dan pemehharaan

Infrastruktur Jaringan Intra Perangkat Daerah dilakukan oleh |

" Diskominfo.

®)

- (6)

(1)

Infrastruktur jéringan lokal Perangkat Daerah dikelola oleh
masing- Vmasing Perangkat Daerah. |
Penyediaan layanan Internet bagi seluruh Perangkat Daerah yang
telah terhubung dengan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah
Daerah d1lakukan oleh Diskominfo. '
Infrastruktur Jaringan Intra harus sesuai dengan standar yang

d1tetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku

Pasal 19

Korhputer yang terhubung atau terkoneksi dengan Infrastruktur

- Jaringan Intra Perangkat Daerah menggunakan IP yang dikeléla

(2)

(3)
(4)

5

(1)

(2)

@)

oleh Diskominfo.

Diskominfo mempunyai kewenangan untuk penomorah P

‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Setiap Perangkat Daerah yang akan melakukan pembanguna_n'
dan peﬂgembangan Infrastruktur  jaringan lokal wajib
memperoleh  rekomendasi teknis dari Diskominfo.
Setiap Perangkat Daerah wajib menyerahkan diagram
Infrastruktur Jaringan lokal terkini kepada ]jiskominfo paling
sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. |
Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan k 'd'étail perubahan
Infrastruktur jaringan lokal ‘apabila terdapat. perubahan.

Pasal 20

Situs Web resmi Pemerintah Daerah meliputi nama Domain
dan Subdomain. ‘ ,

Nama Domam sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dimiliki dan
digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat
kafanganyarkab.go.id. | ;
Nama‘ Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terintegrasi dengah ' Domain nama Perangkat :

Daerah. karanganyarkab go. id dan dlgunakan oleh Perangkat
Daerah.



(4)

- (5)

(6)

()

5 .
\
Setlap Perangkat Daerah wajib mengadakan mengembangkan ‘

dan mengelola Situs Web yang berisi Informasi dan layanan; |

_sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan

memperhatikan tugas pokok ‘dan fungsi rhasing—masing“
Perangkat Daerah. S ,
Sétiap Perangkat Daerah dapat menggunakan nama Subdbmain
khusus terkait layanan yang diberikan setelah mendapatkan
rekomendas1 teknis dari Dlskommfo | A

Setiap Perangkat Daerah Wa_]lb menggunakan surat elektromk
resmi Pemerintah Daerah dalam setiap transaksi elektronlk
urusan kedinasan dengan menggunakan Domain Pemerintah

Daerah, yaitu nama_Perangkat Daerah@karanganyarkab.go.id.

Paragraf 3

Sistem Penghubung Layanan

Pasal 21

Penggunaan Sistem Penghubung Layanan bertujuan untuk
memudahkan dalam melakukan Integrasi antar Layanan SPBE."

Setlap Perangkat Daerah wajib menyediakan S1stem Penghubung
Layanan untuk Layanan SPBE yang membutuhkan Integrasi
dengan data dan/ atau layanan SPBE yang dikelolanya..
Sistem Penghubung Layanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dikelola oleh Diskominfo. |
Dalam penyediaah Sistem Penghubung Layénan sebagaimaﬁa

dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus :

| a. membuat keterhubungan akses data dalam Jaringan Intra

~ Perangkat Daerah;
b. memenuhi standar Interoperabilitas antar Layanan SPBE dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan .

c. mendapatkan rekomendasi teknis mengena1 kelaikan operas1

~ dan keamanan dari Diskominfo.
Dalam penyedxaan Sistem Penghubung Layarian sebagaimana

d1maksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus memenuhi

-standar Interoperablhtas antar Layanan SPBE dan mendapat

rekomenda51 teknis dari Diskominfo.


mailto:Daerah@karanganyarkab.go.id

(1)

(2)

)

’a -
l% . Baglan Kedelapan ,
Ap11ka31 Slstem Pemerintahan Berbasis Elektronlk |

Pasal 22

Aphkam SPBE dlgunakan untuk membenkan Layanan SPBE !
Ap11kas1 SPBE sebaga1mana d1maksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Aphkas1 Umum; dan ‘

b Aphkas1 Khusus. ’
Aphka31 Umum sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) huruf a

d1tu3ukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung

k' keglatan pemerintahan bidang :

@

s‘izaﬁsv.ﬂ-‘o

a. perencanaan;
pénganggaran;
~ pengadaan barang dan jas'a; .
Aki;lntabilitasKivnerja; | ;
'pemantauan dah ev.aluasi;k
kéarsipan
kepegawaian, dan
pengaduan pelayanan pubhk

Aplikasi Khusus sebagalmana d1maksud pada ayat (2) huruf b

: dapat : dlbangun dan dlkembangkan olehr sctlap Perangka‘tk

: , (5)

Daerah ‘sesuai ‘dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam

pelaksanaannya ~ berkoordinasi dengan g Dlskommfo :
Pembangunan dan pengembangan Apl1kas1 Khusus sebaga1mana

d1maksud pada ayat (4) mengutamakan penggunaan Kode ,

~ Sumber terbuka yang ~dilaksanakan - berdasarkan ~siklus

- (6)

® ™m0 Q0T P

i 'pengernbangan sistem yang meliputi tahap :

kajian kebutuhan,

perencanaan, }

: rancahg banguﬁ,

‘implementasi,

pengujian keléikan;

pemehharaan dan

evalua31

Pengembangan Aphkas1 wa31b menyed1akan ﬁtur sesuai dengan

karakterlsuk Aplikasi yang d1gunakannya



(7)

(8)

(9)

(1)

(3)

.
,i
Penamaan Apllka31 dﬂakukan dengan ketentuan sebaga1 berikut:
a. tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan -
| perundang-undangan, moralitas, agama, kesu,31laan, atau

ketertiban umum,;

‘b. sesuai dengan fungsionalitas;

c. memiliki daya pembeda atau memiliki keunikan nama;

d. tidak mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan
nama milik pihak lain yang sudah ada lebih dahulu untuk
ap11ka51 sejenis; dan |

e. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku. ‘

Keterpaduan perehéanaan, pembanguné.n, - pemeliharaan,

pengendalian dan/ atau pengembangan Aplikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Diskominfo dan
harus didasarkan pada Arsitektur SPBE. '

Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didperasikan oleh

Pérangkat Daerah Pemilik Layarilan. dan harus sesuai dengan

standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan.

| _ ’_Pasa123 |
Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/ atau
pengembangan Aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi
yang d1rancang sebelum diimplementasikan ke Infrastruktur
1ayanan yang sebenarnya ,
Berdasarkan hasil pengujian Aplikasi sebagaimana 'dirhaksud
pada .ayat. (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi :
a. dokumen kebutuhan Perarigkét Lunak;
b. dokumen perancangan Aphkas1
c. dokumen manual penggunaan Aphka31 dan
d. Sumber Kode dengan penJelasan fung31 masmg—masmg

prosedur.

Aphkas1 ‘peserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada

‘ayat  (2) ‘wajib d1serahkan kepada Dlskommfo untuk

@

(5)

didokumentasi dan d131mpan

Hak milik atas Aphkas; beserta kelengkapannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
Aplikasi - sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat

diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Diskominfo.



| Bagian Kesembilan

' Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

"~ Pasal 24

(1) Setiap Perangkét Daerah wajib menerapkan keamanan SPBE.
(2) 'Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, -
ketersediaan, keaslian, dan ke.nirsangkalan‘ (non ‘repu'diatio‘n)
sumbgar daya terkait data dan Inforinasi, Infrastruktur SPBE, da_n :
Aplikasi SPBE. | B
(3). Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui penetapari kla"siﬁkasyi'keamanan, pembatasan
| akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
(4) Penjaminan kéu,tuhanr s‘ebagaimarna dimaksud pada aYat () -
~dilakukan melalui péndcteksian modifikasi melalui penggunaan
sertifikat digital. RPN
(5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dim'aksud'pada ayat (1)
dilakukan melalui - penyediaan cadangan dan pemuliﬁé.n.
(6) Penjaminan keaslian‘,'Sebagaimana_ dimaksud pada ayat (1)
dilakukan mélalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
(7) Penjarriinan kenirsangkalari (non repudiation) sebagaimané
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda .
tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui
penggunaan sertiﬁkatﬁ digital. '

Bagian Kesepuluh

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

' Paragraf 1

Umum

Pasal :25

(1) Layanan SPBE terdiri atas: : L
’a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
b. layanan publik berbasis elektronik. o

(2) Layanan administrasi pemerintahan " berbasis  elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan



e

(1)

Layanan SPBE yang mendukung tata laksana 1nterna1 b1rokras1 :
dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntablhtas
Pemerintah Daerah. = » | I e
Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan Layanan ‘SPBE yang ,méndukuné s
pelaksanaan pelayanén publik di Perangkat Daerah. |

_Paragraf 2

Layanan Adm1n1stras1 Pemermtahan Berba51s Elektromk

Pasal '26’

Diskominfo dan Perangkat Daerah pem111k layanan harus

;menyedlakan layanan adm1n1stra51 pernermtahan berbas1s

elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf

“a meliputi layanan yang mendukung keglatan d1 bldang

PR oo

@

f 0

o e
.

perencanaan .

o P

penganggaran,‘

keuangan;

pengadaan barang dan j Jasa
kepegawalan |

kearsipan; ,
pengelolaan barang milik- Daerah
pengawasan internal pemermtah

Akuntabilitas Kinerja;

j. layanan pemantauan = evaluasi ~ perencanaan  dan

| penganggaran;

k. naskah elektromk dan

1. layanan lain sesuai dengan kebutuhan 1nterna1 b1rokras1
'pemermtahan |

Layanan  administrasi pémerintahan ‘berbasis elektroriik

~diterapkan pada, pembangunan dan pengembangan Aplikasi -

Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) hufuf a. .

o
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(1)

2

(4)

L2 s 0 B3

f | Paragraf 3
Layanan Publik Berbasis Elektronik

: PaSal 27

Layanan publik berbasis elekﬁonik sebagaimana‘ dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi :

layanan pengaduan pelayanan publik;

layanan satu data; ’

Jaringan Dokumenta31 dan Informas1 Hukum (JDIH),
pengadaan barang dan jasa; dan

layanan publik sektor perididikah dan pengajaran;
layanah publik sektor pekerjaan dan uéaha;

layanan publik sektor tempat tinggal;

B@ ot oo Top

. layanan pubhk sektor Komunikasi dan Informatlka

—e
-

layanan pubhk sektor lingkungan h1dup,

layanan publik sektor kesehatan;

LR

layanan publik sektor jaminan sosial;

[S—y
.

layanan publik sektor energi;

. layanan publik sektor perbankan;
layanan publik sektor perhubungan;
layanan publik sréktor sumber daya alam;
layanan publik Séktor pariwisata; dan

layanari publik sektor strategis lainnya. |

Layanan publik berbasis elektronik Sebagaimaﬁa dimaksud padha‘r

ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan‘

: pelayanan publik di Perangkat Daerah.

Layanan publik berbasis elektronik diterapkan - dengan

mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana

~ dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a.

Dalam hal pelayanan publik berbasis elektronik memerlukan

- Aplikasi  Khusus, Perangkat Daerah dapat | ,melakukan

pembangunan dan pengembangan Aplikaéi Khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b. - '
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‘ . Paragraf 4

Integré.si Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 28

Integrasi Layahan SPBE merupakan proses menghubungkan dan

menyatukan béberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan

alur kerja Layanan SPBE.

- Perangkat Daerah menerapkan Ihtegrasi Layanan SPBE

didasarkan pada Arsitektur SPBE . _ |
Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan

oleh Diskominfo.

BAB III

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

(1)

(2)

@

S R T - I~

. Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Diskominfo mengkoordinasikan perumusan pedoman Manajéméh
SPBE, meliputi: | " o
-marvlajemenv'risiko;

manajemen Keamanan Informasi;

manajemen data; |

manajerhen aset TIK;

manajemen sumber dayé manusia;

manajemen pengetahuan;

manajemen perubahan; dan

manajemen Layanan SPBE. |
Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana
dimaksud pada ayat (1). |
Perumusan dan pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Standar
Nasional Indonesia, atau standar intex{nasional apabila,Stahdar

Nasional Indonesia belum tersedia.



Q)

@

@)

Bagian Kedua

Manajemen Risiko

Pasal 30

Manajemen risiko sebagalmana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(1) huruf (a) bertujuan untuk menjamln keberlangsungan SPBE
dengan = meminimalkan = dampak risiko dalam ,SPBE.
Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses
identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan é\}aluasi
terhadap risiko dalam SPBE.. :

Manajemen r1s1ko sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) o
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah dapat

melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo.

,Bagian Ketiga

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 31
Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin

keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko

Keamanan Informasi.

Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian
proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, "penetapan
penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian,
evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap
Keamanan Informési dalam SPBE.

Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada

~ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen

- keamanan Informasi SPBE.

Dalam pellaksanaaﬁ manajemen Keamanan Informasi, Perangkat

Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan

D1skom1nfo



R

(2)

Bagian Keempat

Manajemen Data

Pasal 32

Manajemen Data sebagairhana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang
akurat, niutakh_ir, teﬁntegrasi, dan dabat diakses sebagai dasar
perencanaan, _pelaksanaan, _ evaluasi, dan p;engéndalian
pembangunan Daerah. |

Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses

- pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, Basis

(3)

(4)

(1)

(3)

@

Data dan kuahtas data. ‘

Manajcmen Data sebagaimana d1maksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan ‘pedoman manajemen data SPBE.
Dalam pelaksanaan Manajemen Data, Perangkat Daerah dapat

melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo dan

| Pefangkat Daerah yang menjadi koordinator Tim Pengelola Satu

Data Daerah.

Bagian Kehma

Mana_]emen Aset Teknolog1 Informasi dan Komunikasi

Pasal 33

Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan
optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE.

Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian 'proses
perencanaan, pengadaa’n, pengelolaaﬁ, dan penghapusan
Perangkat Keras dan Perangkat Lunak yang digunakan dalam
SPBE. : |

Manajemen aset TIK sebagaimana 4ditnaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan pedoman mahajemen aset TIK SPBE.
Dalam pelaksanaan manajemen aset TIK, Pérangkat Daerah

dapat melakukan koord1na31 dan konsultasi dengan D1skom1nfo,,

dan Badan Keuangan Daerah



Bagian Keenam

| Manajemen Sumber Daya Manusia

PaSal 34

(1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

(3)

Pasal 29 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin
keberlangsungan dan pemngkatan mutu layanan dalam SPBE.
Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui

serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan,

dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dr;m
peningkatan | kompetensi - sumbef daya manusia untuk
pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua
Perangkat Daerah. . l |

Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud padé
ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber
daya manusia SPBE. '

Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia,
Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi

dengan Diskominfo dan Badan Kepegawéian Pengembangan

-Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketujuh

Manajemen Pengetahuan -

Pasal 35

Manajemen pengetahuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasél 29

ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan

SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam
SPBE.

Manajemen ,pengemhuan dilakukan melalui serangkaian prosés

pengl.lmpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih

pengetahuan dan’ teknologi yang = dihasilkan dalam SPBE.

Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksangkan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuain
SPBE. | |



L
3 |
(4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan Perangkat Daerah

dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo.

Bagian Kedelapan

Manajemen Perubahan

Pasal 36

(1) Manajemen perubahan sebagaim'ana dimakSud dalam PaSal 29
ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan
A r'neningkétkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian
perubahan yang terjadi dalam SPBE. ' |
(2) Manajemen perubahan dllakukan me1a1u1 serangka1an ‘proses
perencanaan, analisis,  pengembangan, implementasi, -
pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
(3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- dilaksanakan berdasarkan pedofnan ‘manajemen perubahan
SPBE. |
(4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perang_kat Daerah

dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo.

' Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 37
(1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat (1)* huruf h bertujuan Lmtuk menjamin keberlangsungan
dan meningkatkan kualitas Pelayanan SPBE kepada Pengguna
SPBE. ‘ o ’
(2) Manajemen Layanan SPBE  dilakukan fnélalili. séré.ngkaian 3
- proses pelayahan Pengguna SPBE, pengoperasian Layarian
SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE. , ,
(3). Pelayanan Pengguna SPBE éebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan,
masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari
Pengguna SPBE. | . ,
(4) Pengoperasian Layanan SPBE sébagaimana dimaksud 'padé aYat
2) merupakan keglatan pendayagunaan dan pemeliharaan
Infrastruktur SPBE dan Apllkas1 SPBE.



|
i
|

Pengeloiaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud 'padavayallt (2)

merup‘akan'kegiatan pembangunan dan pengembangan Aplivkasi.v

- yang Dberpedoman pada metodologi pembangunan - dan

©)

()

(1)
a. audit Infrastruktur SPBE;

pengembangan Aplikasi SPBE.
Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.

Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat

‘Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsulta31 dengan

Diskominfo.

| ~ BABIV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKAST

Bagian Kesatu

Umum

Pasél 38

Audit TIK terdiri atas :

 b. audit Aplikasi SPBE; dan

(2)

3)

(4)

)

c. audit keamanan SPBE.

Audit TIK meliputi pemériksaan hal pdkok teknis pada:
a. penérapan tata kelola dan rhanajemen TIK;
b. fungsionalitas TIK; \ o
c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
d. aspek TIK lainhya. '
Audit TIK dapat dilaksanakan oleh :
a. lembaga pelaksana Audit TIK Pemerintah;

b. lembaga pelaksana Aud1t TIK yang terakred1tas1 sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, atau

- c. Auditor Internal . dengan mengxkuu pedoman yang telah

ditetapkari ‘dalam peraturan : pemndang undangan.
Audit TIK dilaksanakan berdasarkan. kebijakan umum
penyelenggaraan Audit TIK. .

Ketentuan lebih lanjut pembentukan tim audit internal
ditetapkan dengah Keputusan Sekretaris Daerah.
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‘Bagian Kedua

Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronlk

Q)

@)

(3)

; , Pasal 39 |
Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2

(dua) tahun oleh Diskominfo.

Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan
audit Infrastruktur SPBE.

Dalam melaksanakan au'd’it' Infrastruktur SPBE Diskominfo

, sébagaimana' dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan

Inspektorat Daerah © dan = Kementerian. Komunikasi dan

Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit

~ Infrastruktur SPBE.

(1
@

(3)

(4)

i

Bagian Kétiga :
- Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

A Pasal 40 , A
Audit Aplikasi SPBE dilakukan pada Aplikasi Khusus.
Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada‘ ayat (1)
dilaksanakaﬁ paling sedikitb 1 (satu) kali dalam 2 (dué) tahun oleh
Diskominfo. -

_Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksan_akan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan
audit Aplikasi SPBE. | '

Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus, Diskominfo
sebagaimana dimaksud pada ayaf (2) berkoordinasi dengan
Inspektorat Daerah dan Kementerian Komunikasi dan

Informatlka terkait pemantauan, evalua31 ~dan pelaporan audit
Aplikasi Khusus.



(1)

(2

@)

(4)

(1)

@)

3)

“4)

Bagién Keempat

Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 41,
Aud1t keamanan SPBE dllakukan pada Infrastruktur SPBE
Pemerlntah Daerah dan Ap11kas1 Khusus.

‘Aud1t keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan'

audit keamanan Aplikasi Khusus sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun

oleh Diskominfo.

Audit keamanan SPBE éebaéaimma ‘dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan

audit keamanan SPBE.

Dalam melaksanakan audlt keamanan SPBE sebagalmana
dlmaksud pada ayat (1), Diskominfo berkoord1nas1 dengan
Inspektorat Daerah dan Kementerlan Komunikasi dan -

Informatika terkait pemantauan evaluas1 dan pelaporan aud1t
keamanan SPBE

| BAB V |
'PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS |
~ ELEKTRONIK |

» Pasal 42 ,
Bupati menetapkan kebijakan SPBE berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola

SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK, serta pemantauan dan
evaluasi SPBE Bupat1 membentuk Tim Koordinasi SPBE yang
diketuai oleh Sekretaris Daerah.

Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
;rim Koordinasi SPBE se‘b‘a'gaimanar dimaksud pada 'ayat (2)
mempunyai tugas ‘melakukan koordinasi dan penerapan
kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah. |



‘e

(5) | Susunan keanggotan dan tugas Tim Koordinasi SPBE

(1)

(2)

Y

3

sebagaimana dimaksud pada ayat:' (2) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati. |

Pasal 43 -
Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

ayat (2) dalam pelaksanaan tugésnya dibantu oleh Tim Pelaksana
SPBE. ‘

Tim Pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat "k(l)

ditetapkan  dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

-

'BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

_ Pasal 44 v
Tim Koordinasi SPBE melaksanakan pemantauan dan evaluasi

mandiri terhadap implementasi SPBE bertujuan untuk

mengukur kemajuan’ dan meningkatkan kualitas SPBE,

mengidentiﬁkasi permasalahan SPBE, peluang SPBE,
pelaksanaah Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
padé ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundahg—undangan yang berlaku. | |

Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud

“pada ayat (1) dilap’ofkan kepada Bupati.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan peiaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah

bersumber dari Anggaran ‘Péndapatan dan Belanja Daerah dan/atau

sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan.

perundang-undangan yang berlaku.



-,

Q‘.

(1)

2

3)

(1)

@)

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

Badan Publik atau Setiapv Orang karena jabatannya melanggar

‘ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (6), Pasal 10
ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (4), Pasal 11 ayat (5), .

Pasal 12 ayat (4), Pasal 12 ayat (5), Pasal 12 ayat (6), Pasal 13
ayat (1), Pasal 14 ayaf (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (2),
Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (3), Pasal 19
ayat (4), Pasal 19 ayat (5), Pésai 20 ayat (4), Pasal 20 ayat (6),
Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 21 ayat (5), Pasal 22
ayat (6), Pasal 22 ayat (8), Pasal 22 ayat (9), Pasal 23 ayat (1),
Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24

| ayat (1), Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bupati ini ' akan

dikenakan sanksi administratif. '

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
a. peringatan lisan/teguran lisan; |

b. peringatan tertulis/teguran tertulis; dan

c. penarikan kembali keputusan yang menguntungkan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi

administratif sesuai dengan Peraturan Bupati.

'BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

| Pasal 47
Ketentuan lebih lanjut terkait teknis penyelenggaraan SPBE
ditetapkan oleh Kepala Diskominfo berdasarkan ketentuan
Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan lain
yang berlaku. '
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, sémua peraturan

yang berkaitan dengan SPBE yang telah ada tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.



. BABX |
‘ - KETENTUAN PENUTUP

7 R Pasal 48 , ; ,
vrPeraturan Bupat1 ini mula1 berlaku pada tanggal dlundangkan ;
S ’,Agar set1ap orang mengetahumya memerlntahkan pengundangan

Peraturan Bupat1 ini dengan penempatannya dalam Ber1ta Daerahk j b

e Kabupaten Karanganyar =

Dite_tapkan di Karanganyar
pada tanggal 4 April 2022

- BUPATI KARANGANYAR,

" JULIYATMONO

| Dlundangkan di Kabupaten Karanganyar o
- pada tanggal 4 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

T’I‘D’ )))))

~ SUTARNO | |
i BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan‘aslinya '

. SEKRETARIAT DAERAH -

- KABUPATEN KARANGANYAR -
Kepala Bagia,rr Hukum, -

ZULFIKAR HADIDH; SH

i '_NIP.197\50311,1(T9903 1 009




